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PERATURAN BUPATI LEMBATA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN

DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

a.

1.

BUPATI LEMBATA,

bahwa konvergensi stunting merupakan sebuah

pendekatan  intervensi  yang  dilakukan  secara

terintegrasi, terkoordinir dan bersama-sama pada target

sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas

untuk mencegah stunting,

bahwa Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam

upaya pencegahan dan penanganan stunting sesuai
kewenangan yang dimiliki desa schingga perlu
memberikan rujukan kepada desa untuk merencanakan
dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung
upaya pencegahan dan penanganan stunting;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Pencegahan
dan Penanganan Stunting Terintegrasi.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lem aran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495); 1‘\ L
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10.

11.

12.

5 Undang-Undang HNomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemernintahan  Dacrabh (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negarmm Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Atas Undang - Uandang Nomor 23 tahun 2014
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- ndang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomorl123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor: 2269/PerMenkes/XI/ 2011 tentang Pedoman
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014

tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan
Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Neg a Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); C} Aa]-
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Perencanaarn Pembangunan
Pembangunan

Mentern
Kepaln  Badan Perencanann
2018 tentang Rencana Akl

Peraturan
Negarn  Republik  Indonesia

Nasional/
Nasional Nomor | Tahun

Pangan dan Gizi (Berita

Tahun 2018 Nomor 149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolann  Keunngan Desa (Beritn Negara

Reublik Indonesia Tahun 2018 Nomort 1 1);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah

Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Reublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07.2019
tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan
Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;

17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71
Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan

Penanganan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 72),
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun

18.
2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten (Lembaran Dacrah Kabupaten Lembata
Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lembata Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022

Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

19.

Lembata 9 Nomor );

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor

) 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran

Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembate;

Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Lembata Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Lembata

Tahun 2019 Nomor 2);

1

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor

Memperhatikan 1
Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Rebublik i

- Indonesia
Nomor: 440/ 1959 / SJ tentang intervensi

penanganan stun_ting terintegrasi Tahun 2018;
Menteri Dalam Negeri Republik

3. Surat
Indonesia Nomor 440/ 7607/ Bangda tentang
stunting

Pelgksanagn Intervensi  Penang
Terintegrasi di Kabupaten/Kota; * .:Z
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Pembangunan Daerah

4 Sursl Muentert Desa,
Tertinggn!  dan Tronsmgrias: Republik Indonesia
Nomor: 07 /PMD DY O1/11/ 20109 tanggal 26 Pebruan
2019 perihnl Konvergens pPencegnhnn Stunting di

Denn

MEMUTUSKAN:

MBATA TENTANG

PERAN DESA DALAM
NAN STUNTING TERINTEG

Menetapkan PERATURAN BUPATI LE )
PENCEGAHAN DAN PENANGA RASI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ati ini yang dimaksud dengan:
. Dacrah adalah Kabupaten Lembata
- 2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
g selanjutnya disingkat OPD adalah

3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Organisasi Perangkat daerah y:
Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten

Dalam Peraturan Bup

Lembata.

5. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, sclanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat sctempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah adalah kepala desa dibantu perangkat desa

6.
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

7.
dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang/barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Anggaran dan pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut

8.
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan

9.
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi i
gi desa yang ditransfer melalui
Apggaran pendapatan d{m belanja Daerah Kabupaten/kota dz:ri
digunakan untuk mcnd.anal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa j i
- ‘ yang selanjutnya disebut RKP
adalah Penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah l[))?e:
y }(BR};JM lgesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran
. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan i
. . . n
sel;njgtrtgr: disingkat BPD adalah lembaga yang rn§1a.ksaanr{zlt";lq:i:1 nﬁf:gs%
g:rdzl;:r : ar;( yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
2 Lo an keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
adalahg?,e r}:]et;nberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM
ipenin :ﬁa kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk
arakat yang merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat ~H
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6.

17.

18.
19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

pedabsarmarn den peogendslisn pembangoanan vsng

dalnrnt prerer anaan
Densn  meliput

Percaimbnghy pascin mssyaraboat
yang  dirntib

Kewennngan  Desa adalah
kewenangan dif bidang penvelenggnraan Pemerintahat Dess, pelaksaonn
Kemmnnyarnkatan e s iy
bk

hrwennngan

Pembsingunnn MNewa, Pembinann
Pemiberdavoan Manyarakat Desn berdaparkan prabarsa masyarakisd
asal umsnl don adat istadat Desn

Gerakan Pemberdayian dan Kesejahternan Keluargs yang selanjutnys
disebut dengun Gerakan PEK adalah  gerakan dulam  pembangunan
muasyarnkat yang tumbub dori, oleh din muanyarakal  menuyi
terwujudnyn keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Mnha Easn, berakhlak mulia dan berbudi luhur, schat, pejahtern, maju dan
mandirt kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukurm dan

kualitas hidup dan

unfuk

lingkungan.

Pembangunan  Desa  adalah upaya peningkatan
kehidupan untuk sebesar - besarnya kescjahteraan masyarakat desa.
Musyawarah Desa  atau yang  disebut dengan  nama  lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang disclenggarakan olch Badan Permusyawaratan

Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Posyandu adalah salah satu bentuk upaya keschatan bersumber daya

masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan keschatan, guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada
masyarakat dalam memperolech pelayanan  keschatan dasar untuk
mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi

Stunting adalah Kondisi gagal tumbuh pada pada anak balita akibat
kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Intervensi gisi Spesifik adalah bentuk intervensi gizi secara langsung

terhadap kasus stunting.
Intervensi gisi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai
kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran

masyarakat/umum.
Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah

anggota masyarakat desa/kelurahan yang memiliki pengetahuan,
kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat

berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan pembangunan

partisipatif.
Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat
bersama bagi para penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku

pembangunan desa di bidang kesehatan.
Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah suatu

kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan
keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya terutama
dalam mendidik dan mengasuh anak balitanya serta memantau

pertumbuhan dan perkembangan anaknya.
Konvergensi stunting merupakan sebuah pendekatan intervensi yang

dilakukan secara terintegrasi, terkoordinir dan bersama-sama pada target
sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah

stunting.

Integrasi adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling
berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola
kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi:ﬁ- j
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terintegras:  adalabi penyatu

penanganan  dan  penceganhan  stunting

paduan proses dan tahapan penanganan dan pencegahan  stunting di
tingkat desa dengan mengoptimalkan sumber dayva desa baik sumber duaya
manusia maupun kelembagaan di desa ke dalam pembangunan reguler

desa berdasarkan kewenangan desa
BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah scbagai 'pedomun‘bugl
Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan

intervensi pencegahan dan penanganan Stunting di tingkat Desa.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini a<_:lala'h untuk .membcrikan
kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam
merencanakan dan melaksanakanan Kegiatan dalam mendukung upaya

pencegahan dan penanganan stunting di Desa

BAB III

-
KEWENANGAN DESA DAN PERAN DESA DALAM
INTERVENS] PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI

Bagian Kesatu
Kewenangan Desa

Pasal 3

(1) Pemerintah Desa menetapkan kebijakan pencegahan dan penanganan
stunting terintegrasi di desa berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Kegiatan pencegahan dan penanganan stunting yang menjadi kewenangan
desa, antara lain, meliputi:
a. pelayanan peningkatan gizi Keluarga di posyandu melalui kegiatan:

1) penyediaan makanan bergizi untuk Ibu Hamil,
2) penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia

0 - 6 bulan;
3) penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia
7 — 23 bulan; dan

4) penyediaan makanan bergizi untuk balita.
penyediakan akses terhadap air bersih;

b.

c. penyediakan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);

d. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;

e. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga
berencana (KB);

f. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada orang tua;

g. Penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;

h. pemberian pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi,
serta gizi kepada remaja,

i. peningkatan ketahanan pangan dan gizi di Desa;

J- pelayanan kesehatgn lingkungan (seperti penataan air limbah, dan

lain - lain);
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pembenan bantuan perawatan kesehatan dan/atog untuak ibu hamil,

piles menvusi, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
penvuluhan  pasea  persalinan, kunjungan  nifas,  dan lkeunjungan
neoanatnl,
penvulithan pembenan  imuniaast, stimulasi  perkembangan  anak,
peran avah dan pendampingan pengasuhan dan lain - lain,

keluargn berencana dan pembangunan

kampanye kependudukan,

kader keschatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air
stimulasi, pola konsumsi dan

keluarga;
o pelatthan

hersih, sanitasi, pengasuhan anak,
clakukan pendampingan dalam memberi Air

an makanan pendampingan Air Susu Ibu

lamnva,
dan cuci tangan pakai

pelatihan kader untuk m

P
susu lbu (ASI), pembuat
(ASD), stimulasi anak, cara menggosok gigi,

sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan.

q. pembentukan Rumah Desa Sehat;

r. penvediaan dana operasional RDS;

s. pembangunan/pengadaan/rehabilitasi sarana prasana/infrastruktur
dasar lokal desa;

t. pelatihan penguatan kapasitas KPM; dan

penyvediaan insentif KPM.

Bagian Kedua
Peran Desa

Paragraf 1
Pemerintah Desa

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa memiliki peran dalam pelaksanaan Konvergensi
pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi di Desa.
pada ayat ( 1),

(2) Peran pemerintah  desa sebagaimana dimaksud
meliputi:
a. melakukar? konvergensi dalam perencanaan, penganggaran dan
pengendalian atas program dan kegiatan pembangunan Desa untuk

mendukung pencegahan stunting,
b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan

paket layanan intervensi gizi prioritas;
c. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran terkait stunting dan

cakupan layanan dasar kepada masyarakat;
d. membentuk dan mengembangkan Rumah Sechat sebagai sekretariat

bersama vang berfungsi sebagai ruang belajar b i
sama | erfur jar bersama, penggalia
aspirasi, aktuah;.asx budaya, aktivitas kemasyarakatalr)l, g%oru;
masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial;

e. menyelenggarakan rembuk stunting di desa;
f. menyusun rencana aksi pencegahan dan penanganan stunting di desa

yang Ferintegrasi dengan pembangunan desa;
g. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa

lainnya yang terkait dengan percepatan pencegahan d
stunting terintegrasi; penees o penanganan
h. melakukan pemantauan pelaksanaan progrgm kegiatan pencegahan

dan penanganan stunting terintegrasi; H—
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menganjurkan ihu hamil untuk melakukan persalinan pards sarana
kesehotan terdekat,
berpartisipasi aktil dalam melaksanakan upava-upaya kesehatan o,

desa,
memberikan Penyuluhan Pola Asuh Anak yang baik dan benar,
mendorong upaya peningkatan pendapatan keluarga guna memenuh)

kebutuhan gizi keluarga;
mendorong upayn pemanfaatan pekarangan dalam bentuk Tanaman

Obal Keluarga (TOGA); dan
penyediaan warung gizi di pekarangan rumauh.

Paragraf 6
Bunda PAUD dan Pendidik/Pengasuh
Pasal 9

- (1) Bunda PAUD berperan memotivasi masyarakat dan para pemangku
kepentingan di Desa untuk menyediakan layanan PAUD yang berkualitas;
Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
mendorong terciptanya layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup
perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan dan

kesejahteraan anak usia,

(2)

Paragraf 7

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub Pembantu
Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) dan Kader Bina Keluarga

Balita (BKB)
Pasal 10

: Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub Pembantu
r’ _ Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) dan Kader Bina Keluarga
Balita (BKB) berperan sebagai pendata PUS, remaja, keluarga yang punya

balita dan remaja dan memfasilitasi pembentukan BKB (Bina Keluarga Balita),

PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), BKR (Bina Keluarga Remaja)

serta memfasilitasi kegiatan BKB, PIK-R dan BKR

Paragraf 8
Bidan Desa dan Kader Posyandu

Pasal 11

Kader Posyandu berperan :
a) menggerakkan sasaran ke posyandu;
b) melaksanakan pendaftaran, pengukuran tinggi badan dan berat badan,

pencatatan, peny}hluhan gizi dan pelayanan kesehatan dalam pelayanan
posyandu; ﬂ-. L
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Bagiyy, Kesapy,
eniyk Interyeng;
B
c
n‘"u Pasy) 15
ll‘rd”-i rv ns;j Penc ‘
a.|] : Rahan .
b tery si g : Stunting bagi kelompok-kelompok sasaran
(2) Inpe Erveng; Pesifik;dqy,
Merveng; .14 Sensitg
Menyag

. ar PCSifik sebapa .
A keeyjy oY ehab langg,,,  Simana di
’ pembf:rizinn “SUpan Mmakanan 3

Makanan, perawata

. maksud pada ayat (1) huruf a
adinya stunting, meliputi :
an gizi;

C. pc
(3) In DBobat

: . n dan pola asuh;d
terveng; (i‘,l?z,'msreksn_/penyakit. Tt
Mmelipyy;. NSl sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b,
‘ . Peningkaan

akses Pangan bergizi;

b. pen;
) n . . .
anak;gkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan
C. peningkatan akses

eni dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
i n_lngkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; dan
¢. Peningkatan kesad

- aran, komitmen dan praktek pola asuh yang ramah
terhadap ibu hamil, bayi, anak dan remaja

Bagian Kedua
Paket Layanan Intervensi

Pasal 16

(1) Pencegahan dan penanganan stunting dikelompokan dalam 5 (lima) paket
. layanan intervensi yang meliputi :

a. Kesehatan ibu dan anak;

b. Konseling gizi terpadu, kebersihan dan pengasuhan orangtua;
c. Air bersih dan sanitasi;

d. Layanan PAUD
e. Perlindungan sosial; dan
f. Ketahanan pangan

(2) Pelaksanaan paket layanan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memperhatikan sasaran intervensi, bentuk intervensi dan kegiatan
intervensi serta pemantauan indikator dan penilaian dengan menggunakan

score card atau formulir penilaian konvergensi desa sesuai ketentuan yang
berlaku.
Ketiga
Sasaran intervensi
Pasal 17
(1) Sasaran utama Intervensi pencegahan stunting adalah:

a. Kelompok sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan; dan
b. kelompok sasaran usia lainnya. J\f—LT
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T ) Almang 4 arle y
Wanity a 1‘;9 bulap, t dimaksud pada ayat (1) huruf
Subyy

Pﬂginn Keempat
Cglalan Intervensi

Kegiag, Pasal 18
N Intervene:
ns - . N
!)” fliurur 4, terdiry lugl:-l Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
L i::::"-'nsi Prioritas;
Icns'
C. interve ! Pendukung; dan

NSi prioritas « " .
! Prioritas sesuaj kondisi tertentu.

Pasal 19

(1) ’\Cglatan intervensi prioritas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf
a dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran, meliputi:
a. Ibu hamil;
b. ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan.
C. anak usia 24-59 bulan; dan
d. remaja putri dan wanita usia subur.
(2) Intervensi prioritas dengan sasaran ibu hamil secbagaimana dimaksud

pada ayat ( 1 ) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok
miskin dan atau Kurang Energi Kronik (KEK) ; dan

b. pemberian suplemen tablet tambah darah.

(3) Intervensi prioritas dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui
kegiatan:

a. promosi dan konseling menyusui;
b. promosi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) ;
c. tata laksana gizi buruk;
d. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;dan
e. pemantauan dan promosi pertumbuhan.
(4) Intervensi prioritas dengan sasaran anak usia 24-59 bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan melalui kegiatan:

a. tata laksana gizi buruk;

b. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus; dan

c. pemantauan dan promosi pertumbuhan

(5) Intervensi prioritas dengan sasaran remaja putri dan wanita usia subur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melaluj
kegiatan pemberian suplemen tablet tambah darah. .H- A fn
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Mhung dengan ensaran anak vsia 7459 bylan sebmgnimana
- foayat (1) buaruf ¢ dilsksanakan melali kegiatan
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b P apsul vitamin A,
P e ting wuplemen taburia
L N
’ Pembering suplemen zink untuk pengobatan diare; dan
L}

mangemen Terpadu Balita Sakit (MTRS)
Pasnl 21

(1 Kegatan  intervensi prioritas  sesual kondisi  tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf ¢ dilaksanakan  berdasarkan kelompok
sasaran, mehputi.

@, ihu hamil;
b. ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan; dan
¢, anak usia 24-59 bulan.

(2) Intervens: prioritas sesuai kondisi tertentu dengan sasaran ibu hamil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a dilaksanakan melalui
kegintan perlindungan malaria dan pencegahan HIV.

(3} Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu dengan sasaran ibu menyusui
dan anak usia 0-23 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b
dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan kecacingan.

{4) Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu dengan sasaran anak usia 24-
59 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan
melalui kegiatan pencegahan kecacingan,

(5) Kegiatan intervensi prioritas sesuai  kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat ditambah sesuai
kebutuhan dan atau kondisi yang dihadapi.

Pasal 22

1) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat ( 1) huruf b, meliputi: ‘H"L J
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. i r mlmlm Vnng aman;dan
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ki
<N gpege, d g lan  kesehatan
N kualitas  pelayanan  gizi dar
Aitkyey ay ] liputi:
5CY pelaw yat (1) huruf b, melipu
ksey Il,ml:‘}nnun !«-luunzu berencana;
C. akyey b.""n"" Keschatan Nasional (JKN);dan
= " . . .
Uan uang tunai bagi keluarga kurang m"m(ll"::‘ gizi ibu dan

(4) Pening
kkatan kcsudnrun, komitmen praktik pengasuhan .
sud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a ‘e -
unu::,:,(;}:[l,’f:]rl]mnn“ d_imuk ] ' edin di desa;
b, peren Hasan informasi melalui berbagai me ribadi:
. . Yedinan konseling perubahan perilaku antar pril

© Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua; sia dini,
d. Penyediaan gkses PAUD, promosi stimulan anak us
Pemantauan tumbuh kembang anak: p ja;
Penyediaan konseling kcschntgn dan reproduksi ur:lluk remaja,
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; )
penyediaan akses BKB-HI/ BKB-Stunting /BKB E"Z“E‘ aja); dan
pusat Informasi Keschatan Reproduksi Remaja St

pada ayat (1)

dan

SR o

i. Bina Keluarga Remaja. i
Peningkatan akses pangan bergizi sebagaimana dimaksud

(S)
huruf d, meliputi: ; ampu;
a. akses Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi keluarga kut::.l]:lg " gaxl-:;m,
b.akses fortifikasi bahan pangan utama yakni tepung S

minyak goreng; . .
c. akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);dan
d. penguatan regulasi mengenai label dari iklan pangan.

BAB V
TAHAPAN INTERVENSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING TERINTEGRASI DI DESA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

Tahapan intervensi pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Desa

meliputi :
a. perencanaan;

b. pelaksanaan; dan
C. pemantauan dan pengawasan mandiri desa. TT—A j
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o STITTY M C8i
Yakan Penicegah: L, meliputi \
Bahan dnn penanganan stunting,

lf' pcn_vinpnn KPM.

C pPenday
; “Alaan te

d. ')(_-' ('rhlld

Nnbe ap kelom ds :
Mukan dap, Dt-ngcmlr))fl)::;:;:lll;l‘)lg'-

C. re
r. ln[r:;%lk.n;“'lting desa
-Krasy a8 § . .
(2) i 'l rembuk stunting ke dalam perencanaan pembangunan
Dala
m me N
1tnyusun perencanaan pencegahan dan penanganan .stun‘hng
meliputi:

diper|
ukan ket :
c ad ’ 1 TE funting,
a. datg primer: 'paduan data konvergensi pencegahan s g
ahan stunting

b.data skunder;
C. data analigy kebutuhan dan penyusunan kegiatan penceg

: di desa; dan
-data terinte 51

_ grasi. .
(3) Data primer pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

'huruf a, paling kurang meliputi:
a. data kondisi penyedia layanan;

b. data sasaran;
C. data prioritas masalah;dan
ayat (2) huruf b antara lain:

d. data cakupan Intervensi
(4) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada

a. Profil Desa;

b. RPJM Desa;
c. Indek Desa Membangun (IDM);

d. sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyar_akat (SIPBM); dan

e. rumah dataku dikampung KB (Keluarga Berkualitas). . _

enyusunan kegiatan pencegahan stunting di

da ayat (2)' huruf ¢ merupakan satu-

(5) Data analisa kebutuhan dan p
Desa sebagaimana dimaksud pa :
tkan oleh para pemangku kepentingan dalam

satunya data yang dimanfaa
konvergensi pencegahan stunting di Desa;

(6) Data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan
bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan anggaran Desa yang
mengacu pada berbagai program / kegiatan sektoral masuk desa terkait
pencegahan stunting melalui pendekatan konvergensi pencegahan stunting

tingkat Daerah.
Pasal 25

(1) Sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf a, dilakukan kepada masyarakat desa dengan tujuan
menyebarluaskan informasi konvergensi pencegahan dan penanganan
stunting di desa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat
desa, BPD, dan masyarakat desa tentang program/kegiatan pembangunan
desa yang secara khusus ditujukan untuk mempercepat pencegahan dan

penanganan stunting dan dikelola secara konvergen.
(2) Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media yang disesuaikan
dengan kondisi objektif yang ada di desa. -“f’ L ‘T
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e Rerja dm:‘_‘lf‘"ﬂ, Penetapan KPM,dan
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Pasal 26

(1) l’(_-ll,\r'iupun KPM o .
adalaly untuk n;‘%b‘m'.mmnnu dimaksud dalam Pasal 24 ayal (1) huruf b
Memfasilitgg; mntr('_lm“ KPM guna membantu pemerintah Desa dalam
9 Mengawas;j peml syarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan
(2) Kriterin KPM Jangunan sumber daya manusia di desa.
a. war . adalah sebagai berikut:
Ba desa sete
b. berpendidikan  mini |
memiliki ln e imal Sckolah - Lanjuis
C. memiliki ka‘r belakang, pendidikan kpschutun;
berbaha d”"“mpunn komunikasi yang
(3) KPM se }L,ngopcra_wktm Microsoft Office. ' an
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal berjumlah satu orang
df_m dapat berasal dari kader Posyandu, Guru PAUD, kader kesehatan
lf““."ﬂ atau kader pemberdayaan masyarakat desa lainnya;
“) KPM dipilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun berjalan.
(5) KPM berhak mendapatkan insentif, operasional serta kebutuh?n lain yang
diperlukan yang kegiatan dan besaran alokasi anggarannya dimuat dalam

dokumen RKPDesa dan APB Dcsa.

n Tingkat Pertama atau

baik khususnya dapat

stunting di Desa

(6) KPM mempunyai tugas:
a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan
di desa, termasuk memperkenalkan tikar
i badan balita sebagai

kepada masyarakat
pertumbuhan untuk pengu

alat deteksi dini stunting

b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK

c. Memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah
tangga 1000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan
stunting mendapatkan layanan yang berkualitas.

d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDesa
utamanya yang bersumber dari dana desa, untuk digunakan

membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi

kuran panjang/tingg

spesifik dan sensitif.
e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0 -23 bulan
untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak.

Memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam
pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan

perencanaan,
pembangunan desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan

sensitif; dan
g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang
cl:ix:rperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan
esa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), Guru PAUD dan/atau

; perangkat Desa.
(7) Dalam melaksanakan tugasnya, KPM berhak mendapatkan penguatan

kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya.

Dipindai dengan CamScanner
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'1) Rembuk Stunting seba
merupakan forum mu

: antara Pemerintah Desa, BPD, Kelompok
Peduli Stunting terutama Penggi ke

d. penguatan konvergensi

Pasal »7
e
() "Ln‘““““

n e
dim rhady, .
Yo aksy dalg p ku'"”pnl-(
Pembang,,, m p

an asa) 29 u",;"fi-’lrun (Pemetann sosial) scbhagaimana
84 vang (. Anusin g, Yat (1) huruf ¢ dilakukan olech kader
(2) "t'mc.-u,,, L’(Lr_gubllng dalg n/atau Penggiat pemberdayaan masyarakat
dus " Sosial gl M RDS.
Un unggg BAlmana dimg
Mumah

: ksud pad t (1) dilakukan di tingkat
m x pada aya
pel [“n a jcaggdcnuﬁknsi dan mcndnmy status layanan sus.nnfn.
“dVanan 50sia] dmmr (}?C[.;czu) hari pertama kehidupan dan kondisi
a

| Pasal 28
(1) RDs scbagm’mnnu d

limaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf d merupakan

; Isasian konvergensi pencegahan stunting yang
(2) Mekar S1 di desa.
a nisme

l emb isasian RDS sebagaimana
dlmaksud p p entukan dan pengorganisasi
Yang ditetg

ada ayat (1) dilakukan berpedoman pada pedoman teknis RDS
Pkan olch Kementerian/Lembaga terkait
W) Pembentukan  RDS difasilitasi  oleh  pendamping desa dan /atau
Peéndamping lokal Desa

bersama pemerintah desa dibantu oleh kader
Pembangunan manusia
(4) Fasili

tasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut: )
&. pemetaan penyedia layanan dan pelaku konvergensi;
b. pembangunan dinamika kelompok;dan . -
C. penguatan konvergensi pencegahan Stunting melalui RDS. '
(5) Pemetaan penyedia layanan dan pelaku konvergensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui wawancara,

pertemuan kelompok serta penggalian data sekunder Desa  melalui
kegiatan:

a. penyusunan peta sosial,
b. diskusi tematik/diskusi kelompok terarah; dan
c. observasi /kunjungan langsung.

(6) Pembangunan dinamika kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b dilakukan untuk menjamin

saluran komunikasi antar
kelembagaan Ilokal desa yang representatif, setara, aspiratif serta
membelajarkan tentang:
a. peninjauan kembali atas hasil pemetaan layanan dan pelaku
konvergensi;

b. pembentukan RDS;dan

c. penyepakatan mekanisme pembentukan, ketentuan dan agenda kerja
RDS.

pencegahan  Stunting melalui RDS
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dengan fokus pada
pemanfaatan/pendayagunaan keuangan dan aset Desa khususnya
Dana Desa untuk pencegahan stunting.

Pasal 29

gaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf e,
syawarah

at pemberdayaan masyarakat dan pelaku jﬁ
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Menangg i atf kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau
(S5) Hasi) f‘CmgbLﬁ: alah keschatan di Desa.

. — cegah
Stuntmq berupa kegiat rioritas untuk men
an/: ¢ pa kegiatan p . o
ﬂ::/dlau Menangani masalah kesehatan khususnya kegiatan Pj“:";“‘}';’,'ﬂ
-1 Penanganan Stunting di desa diajukan ke pemerintah de
dlbaha

; . an desa.
S lebih lanjut sesuaij mekanisme perencanaan pembangunan
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Pasal 30
(1) Integras;j hasil remb

uk stunting ke dalam perencanaan pcﬂ;b(:j':ri‘-;"'k‘;’;gi;:
Sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) huruf f,
untuk :
a.

Memastikan usulan program/kegiatan intervensi la){ananhg:l Scpr(t:zlrgl;
dan sensitif bagi sasaran rumah tangga ].OQO (seribu) R?)S I:jibahas
kehidupan sesuai rekomendasi rembuk stunting dalam rrcset i
dalam perencanaan pembangunan reguler di Desa guna dibiay

APB Desa atau sumber lain;

b. Memastikan prioritas penggunaan Dana Desa untuk prtl::l(tiléfms:;

program/ kegiatan intervensi layanan gizi spesifik d.an se il
sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kchldupan,1 y

Memastikan ada atau tidaknya program/' kegiatan sektora masusi

desa terkait pencegahan stuntiniyl melalui pendekatan konvergen

ahan stunting tingkat Daerah. _

(2) Daleﬁ:ln:;xgugka penangziqr]an stunting di desa, pemfznntah desa menyusu:i
rencana kerja pencegahan dan penanganan stunting yang terkonvengen
yang berpedoman pada rencana k.erja pencegahan stunting Daerah. .

(3) Rencana kerja penanganan stunting sebagaimana dimaksud pac.la ayat (1)
harus memuat rencana S (lima) paket layanan pcnc.egahz.an stuntlng. .

(4) Rencana kerja pencegahan dan penanganan Stunting di Desa terintegrasi

dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

C.

Bagian Ketiga
Tahap Pelaksanaan

Pasal 31
(1) Kepala Desa, dibantu oleh pen

ggiat pemberdayaan masyarakat, pelaku
pembangunan Desa dan kader

pembangunan manusia yang tergabung
dalam RDS  mengkoordinasikan pelaksanaan

program/kegiatan
pencegahan stunting yang termuat dalam rencana kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 yang mengacu pada berbagai

program/kegiatan
scktoral masuk desa terkait pencegahan stunting melalui pendekatan
konvergensi pencegahan stunting tingkat dacrah.’ﬁ-
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.-.Hl""nq di I)C'ul ’ V?bugm pe
“aksana Program/kegintan  pencegahan

+ :
Nvediy
Oyar .
ANtary, lai lan D
“ (o .
" lain, . ”-"‘,"'nndu' ',‘A"Ug’b“wl}mun" dimaksud pada ayat (3) yaitu
(3 Khu:lu:; » Polindes, Poskesdes, PKK Desa dan lain-

. Unuk
Pendjdq pPemby
N dlknn seh . Ngunan sarana dan prasarana Keschatan dan

ey ) a1 bagpj .
Blatan segyy,; kclcn(:ﬁmn dari kewenangan Desa, dikelola oleh Pelaksana
an yang berlaku

Bagian K
Taha glan Keempat
P Pemantauan dan Pengawasan Mandiri Desa

Paragraf 1
Pemantauan

Pasal 32

1 .
() Eengglat pemberdayaan masyarakat, pelaku pembangunan Desa dan
ader pembangunan manusia yang tergabung dalam RDS melakukan

Pémantauan setiap bulan terhadap pemenuhan layanan intervensi ngl
Spesifik dan  sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari

R p_crr:ama kehidupan.
(2) Kegiatan pemantauan dimaksud dengan berpedoman pada buku

pendataan dan pemantauan layanan bagi sasaran rumah tangga 1.000

(seribu) hari pertama kehidupan. o
Hasil perhitungan dan catatan hasil pemantauan bulanan akan menjadi

dasar:
a. masukan atas proses perencanaan pembangunan Desa;

b. bahan advokasi pemerintah Desa kepada penyedia layanan;
Rembuk Stunting

c. masukan rekomendasi dalam pembahasan
Kecamatan, Musrenbang Kecamatan, Lokakarya Lintas Sektor

Puskesmas, serta konsolidasi di tingkat antar Desa lainnya;

d. peningkatan kinerja pemantauan bulanan;dan
bahan sosialisasi dan penggalangan dukungan partisipasi masyarakat.

e.
(3) Hasil pemantauan layanan secara periodik yang dikoordinir oleh kader
pembangunan manusia menjadi bahan rapat evaluasi pada Sekretariat

Bersama RDS.
(5) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara

periodik 3 (tiga) bulanan dan evaluasi akhir tahun;
(6) Rapat evaluasi dipimpin oleh Kepala Desa dan diikuti oleh BPD, seluruh

kader Desa, penggiat pemberdayaan masyarakat, pelaku pembangunan
desa, kader pembangunan manusia yang tergabung dalam RDS, tokoh
masyarakat, serta perwakilan kelembagaan masyarakat Desa yang ada
termasuk melibatkan unsur petugas layanan dari Dinas terkait serta

pendamping program yang ada di Desa.
(7} Sebelum rapat evaluasi 3 (tiga) bulanan dilakukan, kader pembangunan

manusia melakukan rekapitulasi hasil monitoring bulanan terkait dengan:
a. Tingkat capaian indikator layanan pencegahan stunting di Desa; dan
b. Tingkat konvergensi layanan pencegahan stunting di Desa. TT— L
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behan P 3 ftiga) Mslanan Mimapmpalkan kepada kepaks Des o g
4 Peiap, Wporan qan ditembunkan kepads pdhak lan yang reecsh ayas (1)
Mﬂ?*?mkmr ahun  mebagaimana  dimakeod  pada ¥
r : wherapa hal yaite.
b T“m‘ Lt provelen wanting
: KR Calupan wtervensi, .
€ Rasi Pelaknanaan program kegiatan dean mnp:::n n;:;mﬂ
TR dan panduan pengisian sebagaimana tor -
4 v h‘m?m-a rmu imeribni} hari pertama kehidupan  datess
peneTimasn paket layanas eclama setaliun

®. hawil peogukinmn tkar periumbuban -
. jumlah dana dari APB Dess untuk kegiatan pencrgahan afunting

S Laporen  akhir pelaksanaan krgiatan pencegehan d‘", pvmmm
desampaiican nkhp:m kepada Kepala Desa dan BPD dalam Musyawarah

Desa yang disclenggparakan pada tulan Desember njhp tahun
M Peryampacan hasl pemantauan akhir tahun sebagaimana dimakaud P

avat {1l dapat duntegraskan dengan pelaksanaan Musvawarabh Oesa
unpaeshan Pembangiian Desa akhir tahun _
M Dalem Musyswarah Dess sclagaimana dimaksud pads ayst (% dan ayat

6, disampaikan capsan hasil pemsantavan tethadap 5 palet laywnan
pencegalian  stunimg wrta korelasioya terhadap perkembasgan angls

afniding o Desa. .
% Dalser rengks mendukung pelaksansan aksi (nlegrasi dan ntervens)

Kepaia Dess menunjuk salah satu kaur yang menangani  bedang
kewehatan | peentengunan | pemberdayaan Mmasyarakat [
penasgpangiewed date stuntieg di desa

Paragraf 2
Peogawasan Mandint Desa

Pasal 34
;:;memwwmw Mrunteng d

melahn RDS
HW“MMWWM P
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iy 1. .d“""” dipe,, ."Cf-'L:uh;‘nU!f"r Tagiy rj'u’ A mempubliknsikan datn
(1 Publijeg Penguiey h mepg L Stunting o
pac i gy, ) “Uran erhagy, ,<CHiatan j{ffl‘u”i"m""" dimaksud  padu
da a4 ayay P dvonvcrgm]m_‘ ap bi‘)’i U!‘-inU,Ln)“ﬁk"““' perencanaan  dan
n m.—,qmruk I N an Df:nm_.gnhﬂn i < tnhun.
“Hat daly untyj me Stunting sebagaimana dimaksud
m ra ‘Mperkyay komiunen pemerintah Desa

Berak
‘AN berggym,
‘Thama pencegahan stunting.

Pasal 35

Wuna
Sehap: 1 pelgy
aim Sanagn )
embyy _ fmuksud dkonvcrg‘?nm pencegahan stunting melalui RDS
an alam pagy) 34 ayat (1) dilakukan melalui

dal NBawasan . ) '
am rgp, _han Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllukuhfnn
an atas efektivitas setiap proses kegiatan dalam

Pencg a:

: 3 Paian .

A (3) Remby) pen i”“" yang diharapkan, ' akan
Untuk: Bawasan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksana

a, me i
ma re
. Stikan Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah

d”':ntukan;
" Mehjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan pelak

S€suai den iteri i
.cngan kriteria yang ditetapkan;
C. memf’l-stlkan seluruh pelaku pencegahan stunting telah mcla}ff::;‘;
keWabean dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan

Masing-masing; .
Mmendapatkan penilaian terhadap hasil pelaksanaan prograr,

d.
;_?- Mmengelola pengaduan dan penyelesaian masalah;
. faatan hasil

Mmenyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
menyusun rencana tindak lanjut pelestarian dan peman

g.

kegiatan. .
(4) Rembuk Pengawasan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) dxlaksanal:i_g
paling kurang 1 (satu) kali setiap tiga bulanan/triwulan, dengan ma

- pembahasan sebagai berikut:
7 a. efektivitas pengukuran;
b. pelaksanaan pengukuran ;

C. pengelolaan data;
d. pemanfaatan data hasil pengukuran; dan
e. diseminasi dari publikasi hasil pcngukuran..

(5) Hasil rembuk pengawasan sebagaimana dimaksud pad? ayat (1)
dirumuskan dalam bentuk usulan dan/atau rckomendasi perbaikan

pelaksanaan kegiatan pencegahan Stunting.
(6) Usulan dan /atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan pencegahan

Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada
Pemerintah Desa dan tembusannya disampaikan kepada:

a. pelaksana pengukuran stunting;

b. penyedia layanan konvergensi;dan

c. Pemerintah Daerah.

Pasal 36

gaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35
Kepala Desa kepada Pemerintah Daerah.

bilitas pelaksanaan konvergensi pencegahan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)4%

(1) Hasil pengawasan seba
dijadikan sebagai laporan
(2) Untuk menjamin akunta
Stunting, laporan Kepala

Dipindai dengan CamScanner
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n Jakay, & Perangi,
pch\bermn du‘;:- Dacrah  terkait dalam
4ngan layanan konvergensi
kescehatan,

Katie, — Stung,, 0
i g
L)_ 4 » p.‘rlxlthpuu k:t ;
kin Peryy AUD terlatih ‘craediaan  tenaga
keb“_:j'ja Desg bﬁng&n ba alau layanan intervensi spesifik
Haka. & Sep '
: beﬁl:(a bahangl p‘_’l“}C‘nnmh kecamatan dalam menilai
‘Ulnya mcg';nl,‘a“'an dan evaluasi untuk pengambilan
Yl penghargaan, penindakan. maupun

c. ;;gcmb&’igan
’ a
dicapy; - atas }:;Sea_r)a yang telah dicapai;
€ Ja konvergensi pencegahan stunfing yang telah
bahan evaluasi bagi Kepala Desa untuk
elah di

De: le
“Apaj o atas klf\ikan Perbaikan dan peningkatan ke depan:
kinc i OICh kadcr D na kon\-eTSCnsi pchCgﬂhuﬂ stunting y.a_ng L \
e. dasa’:!an}'d ke depane.sa serta pembelajaran untuk evaluasi perbaikan
T pertimte ,
Soas klnt;;n De gan bagi fasilitator pendamping program masuk.Dcsfa
Pendampin Sa serta bahan evaluasi atas peningkatan kinerja
- lxntuk 1gan ben_k'u{n}.a; dan 1
sosia] dpfl langgungjawaban publik untuk membangun kontrok
an bahan dukungan kontribusi masyarakat untu

n' - -
Peningkatan kinerja Desa berikutnya.

NG INTERVENSI

BAB VI
DI DESA

PEP\F RAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKU
NCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI

Pasal 37

stunting ~merupakan pendekatan
terkoordinir dan

(1j ppa}'a konvergensi pencegahan
Intervensi vang dilakukan secara terintegrasi,
termasuk kecamatan dalam
kegiatan sesuai dengan

bersama-sama yang melibatkan OPD
perencanaan, Pelaksanaan dan pemantauan
spesifik dan gizi sensitif secara

kewenangan masing-masing;

(2] Untuk menyelenggarakan intervensi gizi
k sasaran dan tepat lokasi desa,
ang strategis sebagai

konvergen agar dapat melayani kelompo
Pemerintah kabupaten/kota mempunyai peran y

berikut :

a Merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan
pencegahan stunting, termasuk peningkatan peran kecamatan dalam
mengkoordinasikan perencanaan, pelaksaanaan dan pengendalian
percepatan pencegahan stunting di daerah;

b. Mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan
stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional,
khususnya kepada kecamatan,

¢ Mencanangkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, desa dan
unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan

] pencegahan stunting secara konsisten dan berkelanjutan,;

. db;n}a’e]cnggagakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas OPD terkait

parat desa dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi

pencegahan stunting; 4 t-/~
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“ cncana kerja N

usus bagi desa - desa yang kurang
dan Belanja

LM
Enp.
akg, ..
Iumk:m dan
8 bag,
uan kh
1M upaya pencegahan stunting,

g mum
M Pu ..
e dar 4

DQETQ}kSlm ”{;u?ek Dcndnn“ﬂn dals

i ar *Mmanf; ,

[;)tcrvcm;j 1‘_ a Okfxl‘_tm} Anggaran Pendapatan
k ‘Jkumcn png; Spesifik 451 Khusus (DAK) untuk program mynm:::
.Memastjkanﬂzkmnan /\ngdg{.“: gigp[;c"silif melalui proses penetaps

ahw aran . ) ‘
i APB-Desy telah sesuai dengan kebijakan l:uzt;ﬁ
stunting, serta sclaras o

lenL
'lng
. u
SINerg; d ,’1);;.:: Percepatan pencegahan i
Program/kegiatan dalam Rencana Kerja Pemcrr"ang
€N melalyuij evaluasi rancangan peraturan desa te

Dﬂc;-ah K;
APR. bupat
I Me] g}esa;
’ a
smntmgk;:ngpg{}gawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan
Hlakukan oleh desa; . ‘
_Penilaian kinerja desa dalam pencegahan stunting sebagai
ahan stunting di daerah;
saha, donor serta

1 Mempupik,
° Mengkoord;

Pihak lainnya
asaran dan lokasi desa;
gawab untuk meningkatkan pelayanan 1
stunting dilaksanakan

m, Mclakukan
tugas
14 pcmbm.aan dan pengawasan;
sikan hasil capaian kinerja penceg ]
nasike i rakat, dunia u h
kan bantuan dari masya han  stunting ke
intervensi gizi

yang terkait dalam wupaya pecncega

ke‘ompok s
p. Bertangguﬂ
@) U Spesifik dan gizi sensitif kepada kelompok sasaran.
bPaya  kovergensi percepatan pencegahan
mengikuti  siklus perencanaan, penggangaran, dan pelaksanaan
pembangunan di daerah; . _
(4) Dalam menjalankan peran dan kewenangan desa} dglax:n intervensi
pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di tingkat (.iesa,
pPemerintah desa melakukan koordinasi dengan OPD dan pemerintah
kecamatan guna mendapatkan bantuan teknis dalam pelaksanaan
intervensi pencegahan dan

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
penanganan stunting terintegrasi di tingkat desa.
(5] OPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) antara lain :
Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah ;

a.
b. Dinas Kesehatan;
¢. Dinas Pendidikan;
d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
¢. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
{. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
rtanahan;

8 Dinas Perikanan;

h. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pe

i Qinas Komunikasi dan Informatika;
Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil;

J
k  Sekretariat Daerah;
Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Puan dan Perlindungan Anak,/\, J

L Dinas
Dinas Pemberdayaan Perem
rindustrian dan Perdagangan: dan ﬂ"

m.
n. Dinas Koperasi, Peri
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Pkmbcrd .h Tcnﬂga Pe o dan. Penanganan stunting, Pemerintah Dacrah
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Dllkun g ProfcsiOnal diir::ﬂk[gflza (PBMD) sesuai jenjang penugasan
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U pe t“fnganan Stunting, antara lain : an
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Cra ;
an penp I masyarakat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan
€. memp Sendahan kegiatan penanganan stunting di desa; "
Pemb crikan bimbingan atau dukungan teknis kepada perl‘(gg]dcr
erdayaan masyarakat, pelaku pembangunan Desa dan -atia
tap Dangunan manusia yang tergabung dalam RDS dalam sctap
apan‘ !‘Iegiatan penanganan stunting di Desa; .dzm
mfasilitasi proses pelatihan penguatan kapasitas KPM;

(8)

d. me

BAB VII
KAMPANYE DAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU
UNTUK INTERVENSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
TERINTEGRASI DI TINGKAT DESA

Pasal 38

(1) Desa wajib melaksanakan kampanye dan komunikasi .perubaban pcri.laku
dalam pencegahan dan penanganan stunting secara sistematis, konsisten

dan berkelanjutan.
(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan konteks

sasaran dengan memastikan penyampaian pesan sesuai kebutuhan
kelompok sasaran dengan mengutamakan informasi penyadaran kepada
masyarakat desa terkait pentingnya berperilaku hidup sehat dalam
kehidupan sehari-hari.
(3) Kampanye Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara berkelanjutan antara lain melalui:
a. pertemuan musyawarah desa;
b. media lokal seperti papan pengumuman, Internet/website desa dan
produk media sosial lainnya; dan
¢. kreasi/inovasi Desa;
(4) Kreasi/inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf ¢ dapat
dilakukan oleh kelompok peduli stunting antara lain TP PKK Desa, LPM,

Bidan Desa, kader posyandu, pengasuhy/pendidik PAUD, Bunda PAUD
Desa, BKB dan kelompok lainnya; ~\ I‘"Z
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Perke pe ol 'nd'dik )’l.mg diseler, E‘”' Balah satu indikator dalam
(8) B mbangl Jarap da ‘NEBarakan setiap tahunnya;
’ Undg PAU n "'“’fu Yang men .Pﬂf berinovasi dengan menciptakan
"‘)ll.'ilj D da hak, Yenangkan yang dapat merangsang

Pendjq;y " Ceratif ,, “Tkreasj g,
d‘kan. per]; Yang mcncagm"m mendorong terciptanya layanan PAUD
dunggp, anak UP perawatan, pengasuhan, keschatian B
usia Dinj.

BAB v
PEMBIAYAAN

1 . Pasal
(1) tpe'.“b‘anaan asal 39
aenntegraSi di }::;(;g{)am/ kegiatan  konvergensi
" ‘inggarap pe. ersumber dari:

b. A Ndapatan d i .
- An an Belanja Desa;
ey Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatemn;

C,
A:éggg::an Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
€. sumb an .pe”dapatan dan Belanja Negara; dan
(2) Pe bi er lain yang sah. ‘ —
MmDiayaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting dalam > tara
Yang bersumber dari Dana Desa berdasarkan kewenangan Desa,
aln untuk membiayai .
a. kegiatan prioritas penanganan stunting;
kebutuhan penguatan kapasitas bagi KPM;

pencegahan stunting

C. pemantauan layanan; ) o Earab
d. fasilitasi musyawarah/diskusi kelompok terarah, analisa sosial, rap
rutin RDS;

€. operasional RDS;

f. insentif KPM;

8. operasional KPM;

h. pengadaan  Handphone
Developmant Worker (eHD
pengadaan tikar petumbuhan;dan

rembuk stunting.

untuk  aplikasi electronic Human

W) yang dikelola oleh KPM;

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pencegahan dan penanganan stunting

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD

sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaks zan oleh

perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawas. ﬂs—/\

Dipindai dengan CamScanner



KET e BAR X
L.NTUI\N l’l-_N”-“”,
l“urn(u
Agar sc'-::: = bertagy, . d Pasal 4
Upme: ;. . ra a [Eln y .
PAtl tn; dcnRﬂn r;::gctnhuin‘);r‘a“l (“u“dunuknn
2 - :

. ' Memer
Nnya dalam gt.u.hknn Pengundangan Peraturan
¢rta Daernh Kabupaten Lembata

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 28 oldoler 2021

kBUPAT[ LEMBATA, '-

a Megece 25

THOMAS OLA

Diundangkan qj Lewoleba
Pada tanggal, 28 pltober 2021

/SEKRETARIS DAERAH {
KABUPATEN LEMBATA,

/
ﬂPASKAus OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR 4}/

D‘J O / NAMA JABATAN \ PARAYF

1 [ PIt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat L
dan Desa

2 | Kepala Bidang Lembaga Pemberdayaan \
Masyarakat

3 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat

Dipindai dengan CamsScanner



